BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

bahwa berdasarkan kebutuhan daerah dan perkembangan
peraturan  perundang-undangan mengenai Perangkat
Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151} sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
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Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten
Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4245);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856};

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.74/menlhk/setjen/kum.1/8/2016 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang Urusan Pemerintahan Bidang
Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1324);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi
dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi
penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama
Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor ©
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk
Wondama Tahun 2018 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
dan

BUPATI TELUK WONDAMA

MEMUTUSKAN: ...
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Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA NOMOR
7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH.

PASAL 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk
Wondama Tahun 2018 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Teluk Wondama.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Teluk
Wondama.

3. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Teluk Wondama

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat
DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Teluk
Wondama.

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten
Teluk Wondama.

7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya
disingkat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Teluk Wondama.

8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Teluk
Wondama.

9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Teluk
Wondama.

»

10. Unit ...
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10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat

i1.

3.

UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu.

Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat
UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu.

Ketentuan Pasal 2 huruf b, hurul d angka 3, angka 7, angka
14, angka 18 dan huruf e, angka 3 dan angka 35, diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah
dengan susunan sebagai berikut:

b. Sekretariat DPRK merupakan Sekretariat DPRK Tipe C;
d. Dinas Daerah, terdiri dari:

3. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
lingkungan hidup dan pertanahan;

7. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan dan urusan pemerintahan bidang
kepemudaan dan olahraga;

14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
komunikasi dan informatika, bidang persandian dan
urusan pemerintahan dibidang statistik;

18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang penanaman modal.

e. Badan Daerah, terdiri dari:

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

5. Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan
fungsi penunjang keuangan sub pendapatan daerah.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6 ...
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Pasal 6

(1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis tertentu.

(2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah
dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat.

. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7
(1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten
di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah
Kabupaten.
(2) Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berbentuk satuan pendidikan non formal.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pada Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan, UPTD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Rumah
Sakit Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat
khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit
organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan
secara professional.

(2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten memiliki otonomi dalam pengelolaan
keuangan dan barang milik daerah serta bidang
kepegawaian.

(3) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten dipimpin oleh
Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten.

Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni
Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A
(1) Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPTB untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis tertentu.

(2) Pembentukan ...
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(2) Pembentukan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah
dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.

PASAL II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
Shgan aslinya pada tanggal 4 Desember 2023

KUM, BUPATI TELUK WONDAMA,
CAP/TTD

007 HENDRIK S. MAMBOR

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,
CAP/TTD

ASER WAROQY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2023 NOMOR 10.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI
PAPUA BARAT (11/17/2023).
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